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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan
menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan;

bahwa untuk memberikan acuan dalam penyusunan
anggaran berbasis kinerja diperlukan standar biaya kegiatan
yang merupakan satuan biaya berupa standar honorarium
dan standar paket-paket jasa sebagai acuan bagi Perangkat
Daerah untuk menghasilkan komponen belanja kegiatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang tentang Standar Biaya Kegiatan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang...



10.

11.

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang Nomor 0209);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor
1415);

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

(1)

(2)

(3)

Daerah adalah Kabupaten Tangarang.
Bupati adalah Bupati Tangerang.

Standar Biaya Kegiatan adalah satuan biaya berupa harga
satuan, tarif dan indeks sebagai acuan untuk
menghasilkan komponen biaya dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen yang
memuat Rencana Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan sebagai Dasar Penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II
STANDAR BIAYA KEGIATAN

Pasal 2

Standar Biaya Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi; dan
b. estimasi.

Fungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat
dilampaui.

Fungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui
dalam pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan harga
pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan
memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas,
serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3

Standar biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III...



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 23 Nopember 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.
A. ZAKI ISKANDAR
Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 23 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,
Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 129



